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 TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SENGKETA TANAH AKIBAT 
PERBUATAN MELAWAN HUKUM (Studi Putusan No. 156 PK/Pdt/2013) 
Abstrak 
Tiap-tiap perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain, dan mewajibkan 
orang yang bersalah yang menimbulkan kerugian mengganti kerugian tersebut, 
disebut perbuatan mewalan hukum. Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 
1365 KUH-Perdata. Dalam memutus perkara Peninjauan Kembali No. 156 
PK/Pdt/2013, hakim menguatkan putusan perkara No. 91/Pdt/G/2009/PN.Ska 
yang merujuk pada KUH-Perdata, HIR, dan Undang-Undang No. 5 tahun 1960 
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria serta Peraturan Pemerintah No. 24 
tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dalam perkara ini, Majelis Hakim 
memutus untuk memenangkan pihak Penggugat. Maka, pihak yang dikalahkan 
dalam perkara ini yaitu Para Tergugat harus melaksanakan isi putusan yaitu 
dengan mengosongkan dan menyerahkan tanah dan bangunan objek sengketa 
secara sukarela kepada Penggugat. Apabila Tergugat tidak mau melaksanakan isi 
putusan secara sukarela, maka dapat dilakukan eksekusi oleh Pengadilan Negeri 
setempat. 
Kata kunci : Penyelesaian Sengketa Tanah di Pengadilan, Pertimbangan Hakim, 
Peninjauan Kembali 
Abstract 
Every act of inflicting harm on others, requires that a person who is guilty of 
causing losses to compensate for the loss is called tort law. Tort law is regulated 
in section 1365 KUH-Perdata. Judges in disputes over land matters of the Verdict 
Review No. 156 PK/Pdt/2013, upheld the Verdict No. 91/Pdt/G/2009/PN.Ska, 
which is disconnected refer to KUH-Perdata, HIR, and Act No. 5 of 1960 
concerning in the basic regulation of the Agrarian issues and Government 
Regulation No. 24 in 1997 about the land registry. In an award of the Tribunal 
Judges won The Plaintiff. Then the losing side in this case The Defendants must 
surrender the land and buildings that became the object of a dispute voluntarity to 
the plaintiff. If the defendants doesn’t want to comply voluntary, it can be excuted 
by the District Court 
Keywords: Settlement of Land Disputes in Court, Consideration of The Judge, 
Judicial Review 
1. PENDAHULUAN
Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-
orang sebagai anggota suatu masyarakat, sedang satu-satunya tujuan dari
5 
hukum ialah mengadakan keselamatan, bahagia, dan tata tertib dalam 
masyarakat itu.
1
Hukum acara perdata adalah hukum yang mengatur bagaimana 
caranya orang mengajukan perkara ke pengadilan, bagaimana caranya pihak 
yang terserang kepentingannya mempertahankan diri, bagaimana hakim 
bertindak terhadap pihak-pihak yang berperkara sekaligus mengurus perkara 
tersebut dengan adil, bagaimana cara melaksanakan putusan hakim, yang 
kesemuanya bertujuan agar hak dan kewajiban yang telah diatur dalam 
hukum perdata materiil itu dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dengan 
hukum acara perdata diharapkan tercipta ketertiban dan kepastian hukum 
dalam masyarakat.
2
Dalam perkara perdata, gugatan yang diajukan ke pengadilan pada 
umumnya adalah menyangkut bidang wanprestasi dan perbuatan melawan 
hukum. Gugatan dalam perbuatan melawan hukum harus  dipenuhi syarat-
syarat sebagaimana tercantum dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata yang selengkapnya berbunyi: “Setiap perbuatan melawan 
hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, 
mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu 
mengganti kerugian”.3 Jika salah satu saja dari syarat-syarat tersebut tidak
dipenuhi, maka perbuatan itu tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan 
melawan hukum. 
Salah satu contoh kasus mengenai perbuatan melawan hukum adalah 
sengketa hak milik atas tanah. Hak milik adalah hak yang turun temurun atau 
bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat, terkuat, dan terpenuh yang 
dapat dipunyai orang atas tanah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Undang-
Undang Pokok Agraria.
4
 Beralihnya hak milik hanya dapat dilakukan dengan
cara jual beli, hibah, tukar-menukar, pemberian dengan wasiat ataupun 
perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik. 
1
 Wirjono Prodjodikoro, Perbuatan Melawan Hukum, Sumur Bandung, Bandung, 1992, Halaman 
9 
2
 Abdulkadir Muhammad, Op.Cit.,  halaman 9-10 
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Sengketa tanah atau dapat juga dikatakan sebagai sengketa hak atas 
tanah, yaitu timbulnya sengketa hukum yang bermula dari pengaduan sesuatu 
pihak (orang atau badan hukum) yang berisi keberatan-keberatan dan 
tuntutan hak atas tanah, baik terhadap status tanah, prioritas, maupun 
kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara 
administratif sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
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Berdasarkan uraian di atas, untuk mengetahui proses pertimbangan 
hakim dalam memutus perkara dan akibat hukum dari putusan hakim tersebut 
terhadap pihak yang bersengketa, maka penulis akan melakukan penelitian 
dengan judul: “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SENGKETA 
TANAH AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM” (Studi 
Putusan No. 156 PK/Pdt/2013) 
Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini 
adalah (1) Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam 
memutus Perkara No. 156 PK/Pdt/2013. (2) Untuk mengetahui bagaimana 
akibat hukum dari Putusan No. 156 PK/Pdt/2013 terhadap para pihak yang 
bersengketa 
 
2. METODE  
Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, karena 
penelitian ini dilakukan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau 
norma-norma dalam hukum poistif.
6
 Dalam penelitian ini penulis mengkaji 
atau menganalisis data sekunder yang berupa Putusan No. 156 PK/Pdt/2013. 
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah (a) Pengumpulan Data 
Primer, yaitu dengan mengumpulkan dokumen berupa Putusan No. 156 
PK/Pdt/2013 Tentang sengketa tanah akibat perbuatan melawan hukum. (b) 
Pengumpulan Data Sekunder, menggunakan teknik pengumpulan data studi 
kepustakaan yaitu dengan mencari, mencatat, menganalisis, dan mencari data 
sekunder yang diperlukan untuk penelitian ini. Metode analisis data dalam 
                                                          
5
 Rusmadi Murad, 1992, Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah, Bandung, Mandar Maju,   
Halaman 25 
6
 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, 
Jakarta: Raja Grafindo Persada, Halaman 13 
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penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis data secara Kualitatif, 
yaitu dengan menganalisis data yang peraturan perundang-undangan, 
dokumen-dokumen, buku-buku kepustakaan, jurisprudensi, dan literatur 
lainnya yang berkaitan dengan sengketa tanah, kemudian dihubungkan 
dengan data-data yang diperoleh oleh penulis berupa putusan pengadilan, 
kemudian dilakukan pengumpulan dan penyusunan secara sistematis 
sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan. 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Pertimbangan Majelis Hakim dalam Memutus Perkara No. 
156/PK/Pdt/2013 
Amar putusan Pengadilan Negeri Surakarta No.91/Pdt.G/2009/PN.Ska, 
tanggal 22 Oktober 2009 adalah sebagai berikut: (1) Mengabulkan gugatan 
Penggugat untuk sebagian; (2) Menyatakan secara hukum tanah dan 
bangunan objek sengketa yang terletak di Kelurahan Kauman, Kecamatan 
Pasar Kliwon, Kota Surakarta (lebih dikenal dengan nama Jalan KH. 
Hasyim Asyhari), yang terletak dalam Sertifikat Hak Milik No. 767, seluas 
± 212 m² atas nama Ny. Siti Zuhriah binti Mochamad Moechtarom adalah 
sah milik Penggugat; (3) Menyatakan secara hukum bahwa penghunian 
yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, maupun 
siapa saja yang mendapat hak darinya di atas tanah dan bangunan objek 
sengketa tersebut adalah perbuatan melawan hukum; (4) Menghukum 
Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III maupun siapa saja yang mendapat 
hak darinya untuk mengosongkan tanah dan bangunan objek sengketa 
tersebut; (5) Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III untuk 
membayar denda keterlambatan penyerahan tanah dan bangunan objek 
sengketa tersebut kepada Penggugat sebesae Rp100.000,- (seratus ribu 
Rupiah) tiap hari, terhitung sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum 
tetap sampai dengan penyerahan tanah dan bangunan objek sengketa 
tersebut kepada Penggugat; (6) Menolak gugatan penggugat untuk 
selebihnya; (7) Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III 
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secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar 
Rp606.000,- (enam ratus enam ribu Rupiah); 
Amar putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 78/ Pdt/ 
2010/PT.Smg, tanggal 7 April 2010 adalah sebagai berikut: (1) Menerima 
permohonan banding dari Para Tergugat/Pembanding; (2) Menguatkan 
putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 22 Oktober 2009 Nomor: 
91/Pdt.G/2009/PN.Ska, yang dimohonkan banding tersebut; (3) 
Menghukum Para Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di 
kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebanyak Rp100.000,- 
(seratus ribu Rupiah). (4) Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak 
menemukan hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan untuk membatalkan 
Putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Setelah Majelis Hakim memeriksa 
dan mempelajari berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, 
surat-surat bukti kedua belah pihak yang diajukan di persidangan, dan 
surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi 
Putusan  Negeri Surakarta tanggal 22 Oktober 2009 Nomor 
91/Pdt.G/2009/PN.Ska., Memori Banding dari kuasa Tergugat I,II, 
III/Pembandng maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbagan-
pertimbangan hukum dan kesimpulan yang menjadi dasar  putusan 
Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar, sesuai dengan hukum 
dan keadilan, oleh karena itu dapat diterima dan disetujui oleh Pengadilan 
Tinggi dan selanjutnya  diambil alih serta dijadikan pendapat Pengadilan 
Tinggi sendiri untuk memutus di tingkat banding. 
Amar putusan Mahkamah Agung RI No. 2141 K/Pdt/2010, tanggal 
23 Maret 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah 
sebagai berikut: (1) Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: 1. 
AZAD SYUKUR, 2. SRI LESTARI binti ATMOREDJO, 3. SLAMET 
tersebut; (2) Menghukum Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, III untuk 
membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam tingkat kasasi ini 
sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah); 
Mahkamah Agung menyatakan keberatan Pemohon Kasasi tidak 
dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, 
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mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang 
suatu kenyataan tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada 
tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat Kasasi hanya berkenaan 
dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum 
yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang 
diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam 
kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila 
pengadilan tidak bewenang atau melampaui batas wewenangnya 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang NO. 14 tahun 
1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 
2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2009. 
Sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, 
yaitu Putusan Mahkamah Agung No. 2141 K/Pdt/2010, tanggal 23 Maret 
2011 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding  pada 
tanggal 21 November 2012 kemudian terhadapnya oleh isteri Pemohon 
Kasasi/Tergugat I/Pembanding yang bernama Ny. Suhedi Tri Rahayu 
selaku ahli warisnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat 
kuasa khusus tanggal 5 Desember 2012 diajukan permohonan peninjauan 
kembali secara lisan pada tanggal 17 Desember 2012 sebagaimana 
ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali No. 
03/Pdt.PK/2012/PN.Ska, Jo. No. 91/Pdt.G/2009/PN.Ska, yang dibuat oleh 
Panitera Pengadilan Negeri Surakarta, permohonan mana disertai dengan 
memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di 
Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 Desember 2012 
itu juga. 
Setelah itu oleh Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding yang 
pada tanggal 7 Januari 2013 telah diberitahu tentang memori peninjauan 
kembali dari Pemohon Kasasi/Tegugat I/Pembanding diajukan jawaban 
memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan 
Negeri Surakarta pada tanggal 14 Januari 2013. 
Permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya 
telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam 
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tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, 
maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal 
dapat diterima. 
Alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan 
Kembali/Tergugat I dalam memori peninjauan kembali tersebut pada 
pokoknya ialah: 
Tergugat I prinsipal/Pemohon Banding/Pemohon kasasi pada saat 
Peninjauan Kembali (PK) ini diajukan telah meninggal dunia dan 
kedudukan hukum dalan perkara ini digantikan oleh istri/ahli warisnya 
yang sah (bukti kematian & surat nikah terlampir). Bahwa dengan 
demikian berdasarkan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 Pasal 68 
permohonan peninjauan kembali (PK) kepada Mahkamah Agung Republik 
Indonesia) adalah sah secara hukum. 
Relaas pemberitahuan aras putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 
2141 K/Pdt/2010 diterima oleh ahli waris Tergugat 
I/Pembandung/Pemohon Kasasi pada tanggal 21 November 2012 sehingga 
demikian permohonan Peninjauan Kembali (PK) diajuakan dalam 
tenggang waktu sebagaimana ketentuan pada Pasal 67 Undang-Undang 
No. 14 Tahun 1985. 
Permohonan Peninjauan Kembali (PK) diajukan karena Pemohon 
keberatan dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung yang hanya 
mengambil begitu saja pertimbangan di tingkat Judex Facti yang jelas-
jelas dalam amar putusannya terdapat kekhilafan hakim atau suatu 
kekeliruan yang nyata atas putusan tersebut. 
Dalam pertimbangan hukum majelis hakim berkaitan dengan 
eksepsi Para Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi yang mendalilkan 
bahwa gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) karena tidak menyebutkan 
batas-batas yang menjadi objek sengketa juga tidak lengkap/kurangnya 
subjek hukum. Majelis mempertimbangkan bahwa hal tersebut 
merupakan/memasuki pokok perkara yang perlu adanya tahap pembuktian. 
Akan tetapi majelis hakim dalam pokok perkara pun tidak 
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mempertimbangkan keberatan/eksepsi yang diajukan Pemohon Peninjauan 
Kembali. 
Berdasarkan keterangan para saksi (M. Sya’bandono, Suhari, R. 
Sudarsono dan Untung Sudiatmoko, S.H.) tidak ada satupun yang 
menerangkan secara benar batas-batas objek sengketa dengan kenyataan 
yang ada di lapangan. 
Berdasarkan bukti tulis P-1 berupa surat keterangan B.73-
VII/BUD/MKR/VI/2009 juga Copy Sertifikat tanah objek sengketa HM 
No. 767 dalam gambar situasi tanah berbeda dengan kenyataan riil di 
lapangan. Dalam gambar situasi SHM No. 767 terungkap dengan gambar 
skala 1:500 maka ukuran tanah objek sengketa adalah panjang ± 2.75 dan 
lebar ± 7.5 M sementara Pemohon Peninjauan Kembali menempati objek 
sengketa dengan lebar ± 15 M. Dengan demikian kaburnya gugatan karena 
tidak menyebutkan batas-batas objek sengketa semakin jelas yang 
menyebabkan putusan nantinya tidak mempunyai kekuatan eksekusi 
karena tidak jelasnya batas-batas objek sengketa dimaksud. 
Hal mana juga sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung 
Republik Indonesia No. 81/K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973 menyatakan 
“setelah diadakan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri tanah 
yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya 
dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak 
diterima”. 
Kekhilafan hakim Judex Facti lain dalam memutus perkara ini juga 
dapat diuraikan: 
Apabila Hakim Judex Facti melakukan pemeriksaan setempat 
secara seksama dan teliti maka tidak menemukan batas-batas yang jelas 
mana sesungguhnya batas-batas atas objek sengketa yang dimaksud. 
Berdasarkan bukti P-1 Sertifikat HM No. 767 maka denah lokasi/gambar 
situasi berbentuk segi empat dengan lebar muka menghadap jalan ± 7.5 M. 
Pada kenyataan di lapangan objek sengketa berbentuk L lebar muka 
menghadap jalan ± 15 M. Dengan demikian ada kesalahan atas objek 
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sengketa yang apabila diketahui saat pemeriksaan setempat maka Judex 
Facti tidak akan memutuskan meneruma gugatan Penggugat. 
Kekhilafan Hakim Judex Facti yang lain tidak dipertimbangkanya 
keberatan/eksepsi Tergugat I/Pemohon Banding/Pemohon Kasasi tentang 
kurangnya subjek hukum sehinggal secara formal gugatan tidak 
sempurna.Berdasarkan keterangan saksi M. Sya’bandono, Suhari dan saat 
pemeriksaan setempat oleh Hakim/Judex Facti ditemukan fakta bahwa ada 
seorang lagi yang tinggal di objek sengketa Ibu Mulyo Sumarto yang tidak 
dimasukkan sebagai subjek tergugat. 
Terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut di atas, 
Mahkamah agung berpendapat sebagai berikut: 
Alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex 
Facti dan Judex Juris tidak salah dalam menerapkan hukum, 
pertimbangannya sudah tepat dan benar, dan dari hasil pemeriksaan 
setempat dan Sertifikat Hak Milik No. 767 milik Penggugat atas nama Hj. 
Siti Zuhriyah, ternyata tidak ada perbedaan antara gambar situasi dengan 
objek sengketa serta tidak ada kekhilafan atau kekeliruan yang nyata 
dalam menerapkan hukum. 
Berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan 
kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: Ny. Suhedi Tri 
Rahayu, selaku Isteri sah/ahli waris Azad Syukur tersebut harus ditolak. 
Menurut analisis penulis, pertimbangan Majelis hakim yang 
menyatakan menolak Permohonan Peninjauan Kembali oleh pemohon jika 
dibandingkan dengan Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang No. 14 Tahun 
1985 tentang Mahkamah Agung Jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 
tentang perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Jo. Undang-
Undang No. 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang 
No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung telah sesuai, karena 
permohonan Peninjauan Kembali oleh pemohon tidak beralasan dan tidak 
sesuai dengan syarat alasan permohonan Peninjauan Kembali, yang mana 
berdasarkan berkas-berkas perkara dari kedua belah pihak yang faktanya 
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terbukti tidak ada kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam 
menerapkan hukum. 
3.2 Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Dalam 
Penyelesaian Sengketa Batas-Batas Tanah. 
Amar putusan Peninjauan Kembali No. 156/PK/Pdt/2013 antara lain 
adalah: (1) Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon 
Peninjauan Kembali: Ny. SUHEDI TRI RAHAYU, selaku isteri sah/ahli 
waris AZAD SYUKUR tersebut; (2) Menghukum Pemohon Peninjauan 
Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan 
kembali ini sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah). 
Setelah menempuh upaya hukum yang panjang, akhirnya putusan 
Peninjauan Kembali tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Akibat dari 
putusan ini adalah pihak yang kalah harus melaksanakan isi putusan 
dengan sukarela dan dengan begitu selesai juga perkaranya. Akan tetapi 
apabila Tergugat sebagai pihak yang kalah tidak mau melaksanakan isi 
putusan secara sukarela, maka Penggugat dapat meminta kepada 
Pengadilan Negeri setempat untuk melakukan eksekusi (pelaksanaan 
putusan secara paksa). 
Untuk dapat dilaksanakan eksekusi (pelaksanaan putusan secara 
paksa) oleh Pengadilan Negeri setempat, maka Penggugat sebagai pihak 
yang menang mengajukan permohonan secara lisan maupun tertulis 
kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat agar putusan dapat 
dilaksanakan. Berdasarkan permohonan tersebut, ketua Pengadilan Negeri 
memanggil pihak yang kalah untuk ditegur agar mau memenuhi putusan 
dalam waku 8 (delapan) hari setelah teguran tersebut (Pasal 196 HIR). 
Dalam waktu 8 (delapan) hari tersebut pihak yang kalah diberi kesempatan 
untuk melaksanakan isi putusan secara sukarela. Apabila setelah jangka 
waktu 8 (depalan) hari tersebut pihak yang kalah tetap tidak mau 
melaksanakan isi putusan, atau apabila pihak yang kalah sudah dipanggil 
dengan patut tidak juga menghadap, maka Ketua Pengadilan Negeri karena 
jabatannya memberi perintah dengan surat penetapan agar disita barang-
barang bergerak milik pihak yang kalah atau jika tidak barang bergerak, 
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disita barang tetap sebanyak jumlah nilai uang tersebut dalam putusan 
untuk melaksanakan isi putusan (Pasal 197 ayat(1) HIR).
7
 
Pelaksanaan putusan secara paksa tersebut dilakukan oleh panitera 
dan juru sita yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat (Pasal 




Sehingga, dapat ditarik kesimpulan bahwa akibat hukum dari 
putusan Peninjauan Kembali No. 156 PK/Pdt/2013 ini terhadap para pihak 
yang bersengketa adalah pelaksanaan isi putusan. Semua pihak yang 
berperkara, baik Penggugat maupun Tergugat dalam hal ini wajib 
melaksanakan isi putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, karena 
sudah tidak ada lagi upaya hukum lain yang dapat dilakukan untuk 
memeriksa perkara kembali. Apabilapihak yang kalah tidak mau 
melaksanakan isi putusan, maka pihak yang menang dapat meminta 
kepada Pengadilan Negeri setempat untuk melakukan eksekusi 
(pelaksanaan putusan secara paksa) sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 




1) Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan Peninjauan Kembali No. 
156/PK/Pdt/2013 yang di mana hakim menolak permohonan Peninjauan 
Kembali karena permohonan Peninjauan Kembali oleh tergugat tidak 
beralasan, telah sesuai dengan Undang-Undang Mahkamah Agung. 
Pertimbangan Majelis Hakim tersebut juga sejalan dan sekaligus 
memnguatkan Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan No. 
91/Pdt.G/2009/PN.Ska, Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan 
Banding No. 78/Pdt/2010/PT.Smg, dan Pertimbangan Majelis Hakim 
dalam putusan Kasasi No. 2141 K/Pdt/2010. Kesemuanya sudah 
                                                          
7
 Sudikno Mertokusumo, 2000, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Universitas Atma 
Jaya hlm 347-348. 
8
Sudikno Mertokusumo, Op.Cit., hlm 347. 
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memenuhi unsur keadilan, karena Majelis Hakim dalam memutus 
perkara berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan 
dan peraturan perundang-undangan. 
2) Akibat hukum putusan No. 156/PK/Pdt/2013 terhadap para pihak yang 
bersengketa menurut pendapat penulis adalah Tergugat berada di pihak 
yang kalah dan harus melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan 
hukum tetap, yaitu dengan mengosongkan/meninggalkan tanah dan 
bangunan objek sengketa serta menyerahkan tanah dan objek sengketa 
tersebut kepada Penggugat karena Penggugat-lah pemilik yang sah. 
Putusan Peninjauan Kembali yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung 
merupakan putusan yang bersifat pertama dan terakhir, di mana tidak 
ada upaya hukum lain yang terbuka yang dapat dilakukan untuk 
memeriksa perkara tersebut kembali, jadi Tergugat wajib melaksakan isi 
putusan tersebut. Apabila Tergugat sebagai pihak yang kalah tidak mau 
melaksanakan isi putusan secara sukarela, maka Penggugat dapat 
meminta kepada Pengadilan Negeri setempat untuk melakukan eksekusi 
(pelaksanaan putusan secara paksa) sesuai dengan yang diatur dalam 
Pasal 196 dan 197 ayat (1) HIR. 
4.2 Saran 
1) Untuk Tergugat, karena tidak dapat membuktikan dalil bantahannya dan 
terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai 
tanah dan bangunan yang bukan haknya, maka harus melaksanakan isi 
putusan dengan sukarela mengosongkan / meninggalkan tanah dan 
bangunan objek sengketa karena Penggugat-lah yang memiliki hak atas 
tanah dan bangunan tersebut berdasarkan Sertifikat Hak Milik yang 
diperoleh dari warisan orang tua Penggugat. 
Sebagai pihak yang membantah, seharusnya Tergugat mampu 
membuktikan dalil-dalil bantahannya dengan cara mematahkan bukti-
bukti yang dinyatakan oleh Penggugat, yang menurut Tergugat adalah 
tidak benar. Sehingga yang menurut Tergugat adalah sebagai haknya, 
dapat ia pertahankan, 
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2) Untuk Majelis Hakim, dalam menjatuhkan putusan haruslah 
memberikan pertimbangan hukum dengan hati-hati dan lebih teliti agar 
tidak merugikan para pihak yang berperkara dan memenuhi unsur 
keadilan. 
Hakim sebagai penegak hukum senantiasa harus memperhatikan dan 
mengikuti dinamika masyarakat, sebab dalam kenyataan hukum yang 
tertuang dalam peraturan perundang-undangan sering tidak mampu 
menjangkau kebutuhan yang ada. Oleh karena itu, hakim dituntut 
mampu menguasai system hukum dalam penerapannya terhadap 
persoalan-persoalan yang timbul dalam masyarakat. 
Setiap putusan hakim harus berorientasi kepada rasa keadilan 
masyarakat, sehingga masyarakat akan merasa terpelihara dan 
terlindungi kepentingannya, dan pada gilirannya lembaga peradilan 
mendapat simpati masyarakat serta diletakkan dalam kedudukan yang 
saying terhormat. 
Apabila kondisi demikian ini dapat terwujud, maka masyarakat dengan 
sendirinya akan menyadari bahwa hukum lahir untuk mengatur. Peranan 
hakim bukan semata-mata sebagai corong undang-undang yang 
memutus perkara hanya mendasar kepada pertimbangan tekstual sebuah 
peraturan, melainkan harus mengutamakan rasa keadilan masyarakat. 
Putusan hakim harus didasarkan kepada suatu keyakinan yang jernih 
berdasarkan suara hati nurani. 
Oleh karena itu,  dalam pertimbangannya, hakim senantiasa harus 
memperhatikan aspek filosofis maupun sosiologis agar putusannya 
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